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ABSTRACT

This study aims to evaluate the process and results of the audit of state financiallosses in
the alleged corruption case involving sugar imports at the Kementerian Perdagangan in
2015-2016. This study uses a qualitative method with data analysis using descriptive
analysis. The results of this study indicate that the audit process conducted by the BPKP
was not in accordance with the investigative audit standards as stipulated in BPKP Head
Regulation Number 17 of 2017 concerning Guidelines for the Management of
Investigative Activities and BPKP Deputy Head Regulation Number -1 of 2024 concerning
Investigative Audits. This-is related to the length of time taken'to fulfill requests for letters
of request for calculation of state financial losses, the fact that BPKP auditors did not
communicate and clarify matters with BPK auditors, and the fact that the audit did not
reflect objectivity, independence, and professional accuracy. The audit results conducted
by BPKP regarding the amount of state financial losses are inaccurate and do not meet
the criteria for actual and definite state financial losses as required in Constitutional
Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 and the provisions of Article 1 point 22 of
Law -Law Number 1 of 2004 on shortfalls in import duties and taxes in the context of
imports (PDRI) and the high purchase prices by the Perusahaan Perdagangan Indonesia
(PT PPI).
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses dan hasil audit penghitungan
kerugian keuangan negara kasus.dugaan korupsi importasi gula pada kementerian
perdagangan tahun 2015-2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa proses audit yang dilakukan oleh BPKP tidak sesuai dengan
standar audit investigatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP
Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang
Investigasi dan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 1
Tahun 2024 Tentang Audit Investigatif. Hal tersebut terkait dengan lamanya
pemenuhan permintaan surat permintaan penghitungan kerugian keuangan negara,
auditor BPKP tidak melakukan komunikasi dan klarifikasi dengan auditor BPK,
dan audit yang dilakukan tidak mencerminkan objektivitas, independensi serta
kecermatan profesional. Hasil audit yang dilakukan oleh BPKP mengenai jumlah
kerugian keuangan negara tidak tepat dan belum memenuhi kriteria kerugian
keuangan negara yang nyata dan pasti sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan
MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 atas kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam
rangka impor (PDRI), serta kemahalan—harga’ pembelian oleh Perusahaaan
Perdagangan Indonesia (PT PPI).
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